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__MOTTO_ _ _

Semoga motto ini berguna untuk semua:
“Cinta sejati adalah cinta yang hanya terdiri dari dua orang saja, dan tidak ada
tempat untuk orang ketiga.”

(Junasta)

“Sesungguhnya Allah Tidak Akan Merubah Keadaan Suatu Kaumnya Sehingga
Mereka Merubah Keadaan Yang Ada Pada Mereka Sendiri.”

(Al-Quran : Ar-Raad :11)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh
(urusan) yang lain.”

(Q.S Al-insyirah 6-7)

“Tiada sukses diraih tanpa keterlibatan orang lain. Pandai membawa diri di
setiap pergaulan adalah ilmu hidup yang mutlak dimiliki oleh setiap orang
yang mau sukses.”

(Andrie Wongso)
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ABSTRAK

PRAKTIK BAGI HASIL TANAMAN PADI PADA SISTEM SASEH
PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Desa durian Sebatang Kecamatan Kedurang
Kabupaten Bengkulu Selatan) oleh:NOPRI HAYADI, NIM: 1611120045.
Pembimbing 1: Dr. Rohmadi, MA dan Pembimbing Il: Wery Gusmansyah,
M.H

Skripsi ini mengkaji dua hal, yaitu: (1) Bagaimana praktik bagi hasil
tanaman padi pada sistem saseh (studi desa durian sebatang kecamatan
kedurang kabupaten Bengkulu selatan)? (2)Bagaimana praktik bagi hasil
tanaman padi pada sistem saseh perspektif hukum ekonomi syariah?
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan Untuk
Mengetahui Praktek Mendapatkan Penambahan Penghasilan praktik bagi
hasil tanaman padi pada sistem saseh perspektif hukum ekonomi
syariah(studi di desa durian sebatang kecamatan kedurang kabupaten
Bengkulu selatan). Peneliti menggunakan penelitian lapangan(field
Researct) yaitu penelitian dengan melihat langsung kelapangan untuk
mengadakan pengamatan atas suatu permasalahan dalam keadaan ilmiah
yang akan memberi manfaat untuk memberikan informasi Fakta dan data
bentuk pelaksaan tentang adanya penambahan penghasilan para pemilik
lahan sama pengolah, kemudian data tersebut di uraikan di analisis dan di
bahas untuk menjwab rumusan masalah dari hasil penelitian ditemukan
bahwa 1) praktik saseh merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam
penelitian dalam pertanian yang prktikan oleh masyarakat desa durian
sebatatang kecamatan kedurang Bengkulu selatan. Kerjasama ini dilakukan
antara pemilik lahan dan penyaseh. 2) ditinjau dari hukum ekonomi syariah
bahwa akad desa durian sebatang kecamatan kedurang Bengkulu selatan
belum sesuai dikarenekan dalam sistem akad bagi hasilnya maih nanyak
melakukan perjanjian yang tidak tertulis, dan begitu juga praktik bagi hasil
belum memenuhi syarat dalam mukhabarah.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Penambahan penghasilan
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia semenjak mereka berada dimuka bumi merasa perlu akan
bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya yang semakin hari semakin bertambah. Agar manusia
dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan, maka Allah swt
menunjukkan kepada manusia jalan kerja sama ekonomi yang harus
memberikan manfaat kepada pihak sehingga dalam kepemilikan terhadap
harta, terdapat hak orang lain yang juga harus diberikan. Disisi lain Islam juga
memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma Muamalah.

Muamalah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan
individu lain, atau antara individu dengan negara Islam atau hubungan antara
negara Islam dengan negaranegara yang lainnya. Salah satu bentuk dari
Muamalah tersebut adalah sistem bagi hasil (kerjasama antara pengelola padi
dan pemilik sawah yang sesuai dengan kesepakatan).® Tanah adalah hal yang
penting dalam sektor pertanian. Pertanian harus mendapatkan perhatian karena
melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terurama
dalam hal mendapatkan makanan. Pertanian juga sangat penting

keberadaannya dalam masyarakat. Ajaran Islam mengatur praktek-prakteknya

' Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2001).

1
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agar sesuai dengan syariat. Selain itu juga Islam menganjurkan apabila
seseorang memiliki tanah maka ia harus memanfaatkannya atau mengelolanya
Sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al-Maidah ayat 2 sebagai

berikut:

E=l E=l
- =

G AT ) BT, o3 AT Je 16508 ¥ sl AT e 14550
Pl
Artinya : Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
Nya. (Q.S. Al-Maidah ayat 2)?
Pengolahan lahan pertanian dapat dilakukan dengan berbagai cara
sebagaimana yang diajarkan oleh Islam seperti hal nya dengan cara diolah
sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain
untuk dikelola dengan menggunakan bagi hasil. Hal ini dilakukan karena
dalam masyarakat ada sebagian dari mereka yang mempunyai lahan pertanian
tetapi tidak berkemampuan bertani, baik dalam segi modal maupun dalam segi
kemampuan tenaga. Tidak jarang pemilik tanah tidak dapat memelihara
tanahnya, sedangkan pekerja mampu memeliharanya dengan baik tetapi tidak .
memiliki tanah Setiap orang Islam boleh mencari nafkah dengan cara
membuat suatu usaha, tetapi cara itu harus dilakukan sesuai hukum Islam,

yaitu harus saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong.

Sebagaimana hadits Nabi, sebagai berikut:

? Departemen Agama RI, Mushaf Al- Qur*an dan Terjemah, (Jakarta: Al-Huda kelompok
Gema Insani , 2013), h. 62



62

E

- il | - .. - . £ & - -
d%;‘.ﬂlb-sl_‘_p?.:gll.‘_j|,L#é_;pmﬁiﬁnpjm|uk@§-;},d|jl;r;&

i i

2503 Essls, Sl A ES S ea ) 2 J B ol

(el iy 1SS VoAl
Artinya : Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a., bahwasanya Nabi Saw
pernah bersabda, “Barang siapa memiliki tanah, maka tanamilah atau

supaya ditanami oleh saudaranya dan janganlah dia menyewakan
(mengontrakkannya)”. (HR. Al-Bukhari)®

Sistem bagi hasil merupakan sistem yang dilakukannya perjanjian atau
ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut
diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat
antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam system syariah
merupakan ciri khusus yang ditawarkan kapada masyarakat, dan di dalam
aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan
terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi
bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama,
dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing

pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Durian
Sebatang Kecamatan Kedurang bahwa yang melakukan usaha bagi hasil padi
yang belum sesuai dengan akad perjanjian yakni dengan kebiasaan melakukan
perjanjian secara lisan. Pemilik sawah dan pekerja sawah melakukan
perjanjian awal bahwa pekerja sawah menggarap mulai dari penanaman
sampai ke panen, maka hasil panen dibagi masing-masing setengah bagian
antara pemilik usaha dan pekerja, namun pada saat panen pembagian hasil

tidak sesuai. Hasil dibagi menjadi tiga bagian, pemilik sawah mendapatkan

* Imam Al-Mundziri, Ringkasan Hadis Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003),
h. 534
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dua bagian dan pekerja hanya satu bagian saja. Alasan pemilik sawah adalah
jika hasil dibagi dua bagian maka dia tidak mendapatkan keuntungan dari
sawahnyanya tersebut karena dia sudah mengeluarkan modal sehingga dia
menuntut dua bagian hasil panen tanpa mengingat perjanjian awal. Hal
tersebut mengakibatkan perselisihan bahkan dilakukan perdamaian oleh

pemerintah setempat.”

Dan bahkan dikarenakan terjadinya hasil yang tidak sesuai dengan
hasil panen antara pemilik sawah dan penyaseh (penggarap sawah) terjadi
keributan dan bahkan sampai didamaikan oleh Kepala Desa, tokoh masyarakat
dan agama di daerah tempat mereka yang ada di Desa Durian Sebatang

Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan
penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: Praktik Bagi
Hasil Tanaman Padi Pada Sistem Saseh Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah (Studi Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten
Bengkulu Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dan latar belakang masalah yang telah
diuraikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Sistem Saseh (Studi
Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu

Selatan)?

* Bapak Yahadi, wawancara dengan pemilik sawah
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2. Bagaimana Praktik Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Sistem Saseh
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
C. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Praktik Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Sistem Saseh (Studi Desa Durian
Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)

2. Praktik Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Sistem Saseh Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang
Kabupaten Bengkulu Selatan)

D. Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis

a. Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang
hukum perimbangan bagi hasil tanaman padi dan referensi untuk
penelitian lanjutan.

b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu
hukum, khususnya dibidang hukum Ekonomi Islam.

2. Kegunaan Praktis
a. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan-

kebijakan perimbangan bagi hasil tanaman padi.
b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu
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Penelitian dilakukan oleh Sukron, Mukhammad. 2016. Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan
Grabag Kabupaten Magelang. Penelitia. Fakultas Syariah. Jurusan S1 Hukum
Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Kerjasama bagi hasil dalam pertanian merupakan tindakan untuk memenuhi
kebutuhan ekonomi yang salah satunya dilakukan oleh masyarakat Desa
Tlogorejo. Dalam muammalah kerjasama bagi hasil pertanian disebut
muzara"ah yaitu pemilik tanah memberikan modal kepada petani untuk
digarap dan mukhabarah yaitu pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya
dan modal pertanian dari petani. Dalam penelitian ini penulis mempunyai
pertanyaan, yaitu: (1) Bagaimanakah praktek mukhabarah yang dilakukan
oleh masyarakat Desa Tlogoreo. (2) bagaimana tinjauan hukum Islam
terhadap praktek mukhabarah tersebut. Sedangkan tujuan dari penelitian ini
adalah (1) untuk mengetahui bagaimana praktek mukhabarah yang dilakukan
oleh masyarakat Desa Tlogorejo, (2) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam
terhadap praktek mukhabarah di Desa Tlogorejo tersebut, (3) untuk
memberikan informasi yang benar tentang praktek mukhabarah. Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan lapangan (field research) yaitu penelitian
secara langsung dan berinteraksi terhadap obyek penelitian. Dalam
menganalisis penulis menggunakan deskriptif kualitatif yakni metode
penelitian yang menjelaskan kenyataan yang diperoleh dari lapangan.objek
penelitiannya adalah Desa Tlogorejo, Kecamatan Grabag, Kabuoaten

Magelang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan
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observasi selain itu digunakan juga data dan dokumen untuk melengkapi hasil
penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) akad yang dilakukan
adalah secara lisan, dalam akad tersebut kesepakatan dibuat bahwa
pemiliktanah hanya menyerahkan tanahnya dan biaya penggarapan dari petani.
(2) bagi hasil yang dilakukan adalah dengan sistem maro atau dibagi rata
antara pemilik sawah dan petani yaitu 50Y6 : 50Y9 tanpa dikurangi biaya
penggarapan. (3) alasan pemilik sawah melakukan mukhabarah ini adalah
karena tenaga yang sudah tidak mampu mengolah, waktunya tidak ada, dan
untuk tolong menolong. Sedangkan alasan petani adalah karena tidak
mempunyai lahan, kurangnya ekonomi, serta tolong menolong. Mereka dalam
.melakukan praktek mukhabarah tersebut atas dasar saling rela atau ridho dan
tolon menolong. Praktek bagi hasil mukhabarah yang dilakukan oleh
masyarakat Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang ditinjau
secara hukum Islam adalah sudah sesuai. Akan tetapi apabila dilihat dari
undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, maka
praktek tersebut belum tepat.

Persamaan penelitian adalah sama-sama melakukan penelitian
mengenai sistem bagi hasil sawah sedangkan perbedaan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu adalah sistem yang
dilakukan peneliti terdahulu Mukhabarah sedangkan yang dilakukan oleh
peneliti adalah Muzara’ah.

Nurul Muslikawati. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Maro

Sawah di Dusun Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
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Jurnal Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Bagi Hasil Maro adalah suatu praktik
kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan di mana bibit berasal
dari pemilik lahan sedangan pupuk dan obat-obatan berasal dari
penggaraplahan atau bisa saja sebaliknya. Persentase bagi hasilnya sama rata
oleh kedua belah pihak. Dalam praktik maro sawah ini tidak ada kejelasan
akad di mana seharusnya yang ditanaman hanya tanamanan yang disepakati di
awal namun pada kenyataannya saat maro sawah padi nantinya di pinggiran
sawah oleh penggarap ditanamani sayuran misalnya saja kacang panjang dan
nanti kacang panjang ini dimiliki oleh penggarap dan pemilik lahan hanya
diberi sesuai keinginan oleh penggarap saja. Bahkan ada beberapa yang
akadnya maro sawah padi ternyata ditanamani cabe kemudian saat musim
panen telah tiba nantinya pemilik lahan diberi padi beberapa karung oleh
penggarap. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis
merumuskan masalah dalam menyusun skripsi ini, yaitu: 1) Bagaimana
tinjauan hukum Islam terhadap akad marosawah di Dusun Ngagik Desa
Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ? 2) Bagaimana tinjauan
hukum Islam terhadap penetapan bagi hasil maro sawah di Dusun Ngagik
Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? Penelitian ini merupakan
jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif
dengan teknik pengumpulan data dan interview. Dan analisa data
menggunakan metode deduktif dengan pendekatan hukum Islam. Kesimpulan

akhir dari penelitian ini adalah: 1) Bahwa akad maro sawah di sini tidak sesuai
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dengan hukum Islam, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat

muzara'ah, yaitu dalam hal ketentuan tanamanan, 2) Penetapan bagi hasil

dalam maro sawah di Dusun Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar

Kabupaten Pacitan belum sesuaidengan prinsip bayi hasil secara Islam yaitu

karena adanya ketidakjujuran dari penggarap akan tanamanan yang dibagi

hasiinya. Persamaan penclitian adalah sama-sama meneliti tentang sistem bagi

hasi! sawah sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

dcngan peneliti terdahulu adalah akad yang berbeda.

F. Metodologi Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian

dikategorikan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang
dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.’> Penelitian ini
menggunakan metode korelasi yaitu metode dengan menghubungkan
antara variabel yang dipilih dan dijelaskan dan bertujuan untuk meneliti
sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variabel yang
lain. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk mengetahui
tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem saseh sawah tentang
perimbangan bagi hasil tanaman padi (Studi Desa Durian Sebatang
Kecamatan Kedurang).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

M. Igbal Hasan, Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.
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Waktu penelitian dilaksanakan pada Tanggal 29 September 2021
sampai dengan Selesai. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Durian
Sebatang Kecamatan Selebar.

3. Subjek/Informan Penelitian

Yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5
orang masyarakat desa Durian Sebatang, Tokoh Adat dan Tokoh
Masyarakat.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari dari
sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh
dari hasil wawancara kepada sebanyak 5 orang masyarakat desa
Durian Sebatang, 1 orang Tokoh Adat dan 1 orang Tokoh Masyarakat..
2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan
yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, bahan
bacaan ataupun data dari dinas terkait. Data sekunder dalam penelitian
ini diperoleh dari jurnal, buku, hasil wawancara kepada sebanyak 5
orang masyarakat desa Durian Sebatang, Tokoh Adat dan Tokoh
Masyaraka

b. Teknik Pengumpulan Data
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Untuk memperolah data yang dibutuhkan, penulis akan
mengumpulan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan
dengan:

1. Observasi
Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung
kelapangan untuk  mendapatkan informasi dan  mengetahui
permasalahan yang di teliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi
di lapangan dapat di artikan dengan kata kata yang cermat dan tepat apa
yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan di teliti sesuai
dengan cara ilmiah.®.
2. Wawancara
Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara
penanya dan di tanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi
kepada para informan.” Dalam wawancara digunakan pedoman yang
berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara atau daftar
pertanyaan kepada sebanyak 5 orang masyarakat desa Durian Sebatang,
Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat.
5. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

® Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Perss, 1942), h. 22
"Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Perss, 1942), h. 25
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berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah
jenuh.® Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data reduction, data display,
dan conclusion drawing/verification. Berikut langkah-langkah analisis
ditunjukkan pada gambar di bawah ini:
a. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak,
untuk itu maka perlu dicatat secara teiltidan rinci. Mereduksi data berarti
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal
yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya,
dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan
peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode
pada aspek-aspek tertentu.” Pada penelitian ini, peneliti memilih dan
merangkum data-data dan hal penting dari hasil wawancara dan data
yang didapatkan.
b. Penyajian Data
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam
bentuk uraian singkat. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

8Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber
Tentang Metode-metode Baru, (Jakarta: UIP, 2005), h. 110

°Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2015), h. 68
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Pada penelitian ini, setelah dilakukan reduksi data, maka peneliti
menyajikan data yang sudah di reduksi.

c. Penyimpulan dan Verifikasi
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutmya. Kesimpulan dalam penelitian
kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah
ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang
sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti
menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau
teori.

G. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab

dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama menguraikan pendahuluan yang menjadi pondasi dari
setiap karya ilmiah yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu
dan sistematika penulisan skripsi.

Bab ke dua berisi kajian teori. Kajian teori menguraikan teori yang
berhubungan dengan objek penilitian melalui teori-teori yang mendukung
serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang

akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi.
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Bab ke tiga berisi gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian
dan pembahasan. Gambaran umum objek penelitian merupakan penyajian
informasi mengenai objek penelitian.

Bab ke empat yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan.

Bab ke lima penutup berisikan kesimpulan dan saran.



BAB I1
LANDASAN TEORI
A. Pengertian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil secara umum dapat diartikan sebagai suatu perjanjian
di mana seseorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang
lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat
suatu perjanjian, bahwa pada waktu panen hasil dari tanaman tersebut akan
dibagi sesuai perjanjian yang telah dibuat.

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang
diadakan antara pemilik pada suatu pihak yang dalam Undang-Undang ini
disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenangkan
oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah
pemilik, dengan pembagiannya antara kedua belah pihak. Pengertian di atas
ditempatkan sejajar dengan beberapa istilah yang lain, ini termasuk semuanya
dalam suatu perangkat pengertian yang dalambab ini diberi titel arti beberapa
istilah. Istilah yang sejajar ditulis sebagai berikut:™®
a. Tanah, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan

makanan.Pemilik, adalah orang atau badan Ekonomi yang berdasarkan

sesuatu hak menguasai tanah.
b. Perjanjian bagi hasil. Hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang
diselenggarakan oleh penggarap termasuk dalam huruf setelah dikurangi

biaya bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan biaya panen.

YAhmad Rofig, Figih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, (Yogyakarta: Pt
raja Grafindo persada, 2004), h. 153

15
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c. Petani, adalah orang baik yang mempunyai maupun Yyang tidak
mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan
tanah untuk pertanian.

Dari pengertian di atas terdapat suatu penembangan dari pengertian
bagi hasil yang diuraikan sebelumnya, yang mana ditetapkannya badan
Ekonomi dapat menjadi pihak dalam suatu perjanjian bagi hasil.

B. Teori Bagi Hasil

Istilah bagi hasil lebih banyak di gunakan yakni perhitungan pembagian
pendapatan yang di peroleh berdasarkan nisbah (rasio) yang di sepakati di
awal. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari’ah merupakan ciri khusus yang
ditawarkan kapada masyarakat, dan di dalam aturan syari’ah yang berkaitan
dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal
terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua
belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan
adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sistem
bagi hasil ini menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang yang
terekploitasi (didzalimi).

Dalam mekanisme syari’ah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha
pengumpulan dana (Funding) maupun pelemparan dana (landing). Terutama
yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Di dalam
pengembangan produknya di kenal dengan istilah shahibul maal pemilik dana

yang mempercayakan dananya.*!

11 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008, him. 26
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Dalam fatwa nya, MUI juga telah memutuskan hukum tentang bunga bank.

Fatwa MUI No 1 tahun 2004, menyebutkan bahwa :

1. Bunga (Interest/fa’idah) adalah tambahan yang dikenakan  dalam
transaksi pinjaman uang (al-gardh) yang di perhitungkan dari pokok
pinjaman  tanpa  mempertimbangkan  pemanfaatan/hasil  pokok
tersebut,berdasarkan tempo waktu,diperhitungkan secara pasti di
muka,dan pada umumnya berdasarkan persentase.

2. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena
penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan
inilah yang disebut Riba Nasi’ah.

C. Metode bagi hasil
Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

1. Bagi hasil (revenue sharing) yaitu bagi hasil yang dihitung dari total
pendapatan pengelolaan dana.

2. Bagi untung (Profit Sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari
pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana / pendapatan netto.

Mekanisme profit and loss sharing dalam pelaksanaanya merupakan bentuk
dari perjanjian kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola modal
(entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana antara
keduanya terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapat

keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan
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diawal perjanjian, dan begitu pula jika mengalami kerugian akan

ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.*?

D. ‘Urf

1. Pengertin ‘Urf

Kata "urf secara etimologi berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu berarti
sesuatu yang dikenal , sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal
sehat. Dalam kamus bahasa Arab Al-Munir dijelaskan bahwa makna al-
‘adah dari segi bahasa adalah suatu perilaku yang dilakukan secara
berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, karakter atau kultur. Dalam
kamus Maurid dikatakan, adat adalah terbiasa melakukan, dan
membiasakannya akhirnya menjadi adat baginya. Dalam sebuah syair yang
masyhur dikatakan “ta’awwad shalih alakhlagi, fa inni raitu al-mar'a
yaklafu ma ista’adda” (biasakanlah berakhlaq yang terpuji karena aku
melihat seorang akan jinak terhadap kebiasaannya).

Secara terminologi, pandangan para fukaha dan ushuliyyun
terhadap al-"adah, yaitu sesuatu yang telah familiar, menjadi biasa. Dalam
masyarakat dan melekat sehingga menjadi tradisi. Definisi ini mencakup
kebiasaan yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, apakah
perkara (adat) tersebut bersumber dari bersifat natural (alam) seperti

perubahan iklim, atau perkara (adat) tersebut dari hawa nafsu seperti

12 Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, (Jakarta: Kencana 2017), cet Ke-2 hlm. 76



62

memakan harta dengan cara yang batil, melakukan kezaliman, kefasikan,
kemaksiatan dan lain-lain."?

Menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat
(adat kebiasaan). Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa
pengertian adat lebih umum dibanding dengan ‘urf. Suatu kebiasaan dapat
dikatakan sebagai ‘urf jika memenuhi hal-hal berikut: pertama, kebiasaan
itu harus disukai banyak orang. Kedua, kebiasaaan harus dilakukan secara
berulang-ulang. Ketiga, kebiasaan itu harus populer dan dikenal oleh
banyak komunitas. Ahmad Azhar Basyir menyebutkan tiga prasyarat ‘urf
lainnya, yaitu: pertama, adanya kemantapan jiwa. Kedua, sejalan dengan
pertimbangan akal sehat. Ketiga, dapat diterima oleh watak pembawaan
manusia. Oleh sebab itu, kebiasaan yang tidak memenuhi prasyarat tersebut

tidak dapat dikatakan sebagai “urf. 14

2. Dasar Hukum ‘Urf

Dasar hukum ‘urf pada surat Al-A’rof ayat 199 :

= = A

T Tt e o S A T T s
Artinya : Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang
ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.( Q.S. Al-
A’rof ayat 199).

Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar ‘urf dapat berubah karena

kumungkinan adanya perubahan ‘urf itu sendiri atau perubahan tempat, zaman

3 1im Fahimah, “dkomodasi Budaya Lokal (‘Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama
Mujtahidin”, Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 5, No. 1, 2018, h.11.

¥ Mohammad Mufid, Ushul Figh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer,( Jakarta:
PrenadaMedia Group,2016),him: 152.
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dan sebagainya.Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam
Syafi’i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan
pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan ulama, pendapat
Imam Syafi’i ketika di Irak disebut dengan qawl qadim, sedangkan pendapat
di Mesir disebut qawl jaddid. Adapun alasan para ulama yang memakai ‘urf
dalam menentukan hukum antara lain, Banyak hukum syariah yang ternyata
sebelumnya telah menjadi kebiasaan orang Arab. Seperti adanya wali dalam
pernikahan dan transaksi jual beli tanpa sighat (tanpa menyebutkan akadnya)

yang sudah sangat umum terjadi.’®

3. Macam-Macam ‘Urf
Para ulama ushul figh membagi ‘urf kepada tiga macam:
a. Dari segi objeknya, ’urf dibagi menjadi dua yaitu :

1) Al-‘urf al-lafzhi, adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan
lafal/lungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga
makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

2) Al-urf al-‘amali, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan
perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.

b. Dari segi cakupannya,’urf terbagi dua yaitu :

1) Al-‘urf al-‘am, adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di

seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.

2) Al-‘urf al-khasadalah, kebiasaan yang berlaku di daerah dan

masyarakat tertentu.

Rizal, Fitra, Penerapan “’Urfsebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam’’. Al-
Manhaj: Vol. 1, No. 2 Juli 2019), h. 161.
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c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’ ‘urf terbagi dua yaitu,

1) Al-‘urf al-shahih, adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah
masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist),
tid ak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa
mudarat kepada mereka.

2) Al-‘urf al-fasid, adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil
16

syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’.

4, Kaidah ‘Urf

2 dasssia
Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

b, ol AT i LA a3 Y
Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman

dan tempat.

¢ LHELSAK e Ll
Ketentuan yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang disyaratkan itu

menjadi syarat para ulama ushul figh menyatakan bahwa hukum-
hukum yang didasarkan kepada ‘urf bisa berubah sesuai dengan
perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.
5. Syarat- Syarat ‘Urf
Para ulama ushul fiqih menyatakan bahwa suatu ‘urf baru dapat dijadikan
sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:

®K hikmatun Amalia,“ ‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam . As-
Salam | Vol. IX No.l, Th. 2020, h. 79.
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a. ‘Urf itu baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat
perbuatan dan ucapan, berlaku secara umum. Artinya mayoritas kasus
yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut
oleh mayoritas masyarakat tersebut.

b. ‘Urf itu telah menjadi persoalan masyarakat ketika yang akan
ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya "urf yang dijadikan sandaran
hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan
hukumnya.

c. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas
dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua
belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus
dilakukan.

d. “Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan

hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan.*’

6. Kehujjahan ‘Urf
Para ulama sepakat bahwa 'urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah
selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal
dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan
hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat
ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan
gaul gadim dan gaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau

menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di

1 Khikmatun Amalia,  ‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam < h. 80
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Mekkah (gaul gadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid).
Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'urf.
Tentu saja 'urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.*®

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul figh
tentang kehujahan 'urf
a. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa 'urf adalah

hujjah untuk menetapkan hukum. Mereka beralasan firman Allah Swt:

v e 8

T Dbl 2 5 AL S T 5
Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan
yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang
bodoh. (QS. Al A’raf:199).
b. Golongan Syafi’iyyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap

‘urf sebagai hujah atau dalil hukum syar’i. Mereka beralasan, ketika
ayat-ayat al-Qur’an turun, banyak sekali ayat yang mengukuhkan
kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat.

Apabila kita perhatikan penggunaan ‘urf ini, bukanlah dalil yang
berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan al-mashlahah al-mursalah,
bedanya kemaslahatan dalam ‘urf ini telah berlaku sejak lama sampai
sekarang, sedangkan dalam al-mashlahah al-mursalah kemashlahatan itu bisa
terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal
yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan.
Sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa ‘urf yang dapat dijadikan sumber

hukum atau dalil dalam Islam adalah ‘urf yang tidak bertentangan dengan al-

18 Djazuli, llmu Figh, (Jakarta: Prenata Media Group, 2010), 128.
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Qur’an dan Hadits. Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil didasarkan atas
alasan-alasan seperti ayat diatas Al-A’raf ayat 199: Jadilah engkau pemaaf
dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada
orang-orang yang bodoh. Dalam ayat tersebut memerintahkan kaum
muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf. Ma’ruf itu sendiri ialah yang
dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan
yang sesuai dengan nilai-nilai ke Islaman. Berdasarkan ayat ini Allah
mengambil “urf dan adat sebagai salah satu untuk dijadikan sumber hukum
manakala ‘urf sememangnya adalah suatu perkara yang dan boleh dijadikan
sumber hukum.

a. la menjadi kehujahan Mazhab Hanafi dan Maliki. Manakala golongan
yang tidak menerima ‘urf sebagai hujjah ialah Imam Syafie. Imam Syafie
tidak menerima ‘urf sebagai sumber hukum secara jelas dan nyata.
Mazhab Zahidiah dan Syiah juga tidak menerima ‘urf sebagai sumber
hukum. Golongan ini menolak kehujahan ‘urf kerana ia bercanggah
dengan nas-nas syarak. Contohnya seperti amalan riba yang berlaku
dalam adat masyarakat jahiliyyah terus diharamkan oleh syarak. Hal ini
jelas bertentangan dengan syarak.*

b. Ucapan sahabat Rasulullah Saw., Abdullah bin Mas’ud berkata:

e bl e AU (AL b1 (a diliie 5e80a (3AlAl 51

Artinya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi
Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk
di sisi Allah.

19 Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang Irfan,

1977), h. 80.
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Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, menunjukkan bahwa
kebiasaan-kebiasan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang
sejalan dengan tuntunan umum syari’at Islam, merupakan sesuatu yang
baik pula di sisi Allah. Oleh karena itu, kebiasaan semacam itu patut

untuk dijaga dan dipelihara.”

Dengan demikian, ulama merumuskan kaidah hukum yang berkaitan
dengan ‘urf antara lain sebagai berikut : Semua ketentuan syara’ yang
bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya dan tidak juga
terdapat batasan di segi bahasanya, maka dirujuk kepada ‘urf. Oleh ulama
Hanafiyyah, ‘urf itu didahulukan atas qiyas khafi (giyas yang tidak
ditemukannya ‘illah secara jelas) dan juga didahulukan atas nash yang
umum, dalam arti ‘urf itu men-takhshis nash yang umum. Ulama Malikiyyah
juga demikian, menjadikan ‘urf yang hidup di kalangan penduduk Madinah
sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Ulama Syafi’iyyah banyak
menggunakan ‘urf dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan
dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa. Berikut ini beberapa
contoh penerapan ‘urf dalam hukum Islam. Pendapat ulama hanafiyyah yang
menyatakan bahwa sesorang yang bersumpah tidak akan makan daging,
kemudian dia makan ikan maka tidaklah dianggap sesorang itu melanggar
sumpahnya. Karena berdasarkan kebiasaan ‘urf, kata daging tidak diartikan
dengan kata ikan. Adapun contoh lainnya dalam penggunaan ‘urf yaitu

tentang usia seseorang itu dikatakan baligh, tentang ukuran sedikit

% Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2001), h. 212.
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banyaknya najis yang dimaafkan, atau tentang ukuran timbangan yang belum
dikenal pada masa Rasulullah saw. dan masih banyak contoh yang lainnya
berkenaan masalah ‘urf.?!

. Pengertian ljarah

Ijarah termasuk jenis pekerjaan yang telah dilakukan orang-orang sejak
dahulu kala, karena kebutuhan mereka pada kepada ljarah. Terkadang
seseorang mempunyai pohon, namun ia tidak mampu merawat dan
memanfaatkannya. Atau ia mempunyai tanah pertanian, namun tidak mampu
mengurusnya dan memanfaatkannya. Sedangkan ada orang lain yang tidak
memiliki pohon atau tanah namun ia mampu mengurus dan merawatnya. Jadi
ljarah dibolehkan demi kebaikan kedua belah pihak. Demikianlah, semua
kerja sama yang dibolehkan Syara’ berlangsung berdasarkan keadilan dan
dalam rangka mewujudkan kebaikan serta mengilangkan kerugian.*?

Menurut bahasa, ljarah memiliki dua arti, pertama adalah Tharh Al-
Zur’ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah Al-Hadzar (modal).Makna
yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna
hakiki.?®

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan
ljarah dan Mukhabarah. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang

hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman, pendapat

2! Ahmad Kamaruddin, Usul Figh Il, (Jakarta: Pustaka Salam, 2003), h. 206.
22 Saleh Al-Fauzan , Figih Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani, 2005) h. 150
% Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 153-155
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tersebut dikemukan oleh Al-Rafi’l dan Al-Nawawi. Sedangkan menurut Al-
Qhadiabu Thayib bahwa ljarah dan mughabarah adalah satu pengertian.®*

Secara etimologis, muzara’ah adalah wazai 4k£liz yang sama artinya
dengan <yl yang mempunyai makna menumbuhkan. ljarah dinamai pula
dengan al-mukhabarah dan muhagalah.”®

Secara terminology, Menurut Ahmad Wardi Muslich, ljarah adalah
suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan
bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan
hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan (nisbah) yang
dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan ,urf (adat kebiasaan),
sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Sedangkan
Menurut M Syafi“l Antonio (2001:99) Ijarah adalah kerjasama pengelolaan
lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan
memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan
dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.

Dalam Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syariah disebutkan,
ljarah (harvest yeld profit sharing) adalah pertanian. Istilah ljarah dalam ilmu
fikih dibahas dalam hal kerjasama pertanian dan perkebunan antara pemilik
lahan dan petani.

Definisi ljarah tidak tunggal, banyak ulama memberikan penjelasan
yang berbeda mengenai makna Ijarah. Muhammad Abd Al-Mun“in (Dosen

ekonomi Islam Universitas al-Qura, Mekkah) menjelaskan pengertian ljarah

% Hendi Suhendi, 2002, h. 153
%> Rahmat Syafei, 2001, h. 205
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tanpa mempersoalkan yang menyediakan benih tanaman. Menurutnya ljarah
adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penyewa (musta’jir) yang akan
menanami lahan yang pembagian hasilnya dilakukan dengan nisbah sepertiga,
seperempat, atau sesuai demgam kesepakatan engan syarat nisbah bagian
masingmasing diketahui dan tidak terdapat syarat yang membuatnya fasid.*®

Sayyid Sabig dalam kitabnya Figh Sunnah (Jilid 1V,
2004:163).menyebutkan bahwa ljarah menurut istilah: Transaksi pengolahan
bumi dengan (upah) sebagian dari hasil yang keluar dari padanya. Maksudnya,
pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang
dihasilkan seperti setengah atau sepertiga atau lebih sesuai dengan
kesepakatan kedua belah pihak (penggarap dan pemilik tanah).
. Landasan Hukum ljarah

ljarah atau yang dikenal dimasyarakat sebagai bagi hasil dalam
pengolahan pertanian, adalah perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW dan
dilakukan para sahabat beliau sesudah itu.

Allah sebutkan dalam QS. Al- Muzzamil [73] : 20, sebagai berikut:
i e e as Nys"
A e § 05kt 09> e Al

Artinya : “.... Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian

karunia Allah ...

Dan Selanjutnya Allah sebutkan dalam QS. Az- Zukhruf [43] : 32 :

%6 Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, 2012, h. 164
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Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?. Kami
telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan
dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang
lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian
yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum muzara’ah.
Beberapa ulama memperbolehkannya seperti Abu Yusuf, Muhammad bin
Hasan, Malik, Ahmad serta Dawud Az-Zhahiri. Sedangkan Imam Abu
Hanifah dan Zufar, serta Imam asy-Syafi*i tidak membolehkannya.

Imam abu Hanifah dan Zufar tidak memperbolehkan ljarah. Mereka
berdua mengatakan bahwa akad ljarah adalah faasidah (rusak, tidak sah).
Dengan kata lain, akad ljarah dengan bagian upah sepertiga atau seperempat
dari hasil tanamannya adalah batal dan tidak sah mereka berdua (Wahbah
Dzuhaili, 2011:563). Begitu juga Imam Asy-Syafi“i berpendapat bahwa akad
ljarah tidak sah, kecuali akad ljarah yang diikuti dengan akad musaqgah, yakni
kerjasama pemilik lahan dengan penggarap mengenai
pemeliharaan/pengelolaan tanaman/pepohonan yang ada di lahan tersebut,

yakni hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama. Ulama Syafi“iyah
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berpendapat bahwa akad ljarah tidak berdiri sendiri, tetapi harus pararel
dengan akad musagah.?’

Dalil yang dijadikan landasan oleh Imam Abu Hanifah, Zufar dan
Imam Asy-Syafi“l tentang tidak sahnya akad Ijarah adalah hadits yang
diriwayatkan Muslim dari Jabir Ibnu Abdillah r.a dan juga dari Tsabit Ibnu
Dhahhak r.a:
s Ay Al o oy ade B o 1 Jpy o e 1 oy Sl o i i

Sesungguhnya Rasululloh SAW melarang untuk melakukan ljarah, dan
memerintahkan untuk melakukan ljarah (sewa-menyewa) (Muslim Ibn Hajaj
Abu Hasan al-Qusyairi al-Nasaiburi, Shahih Muslim, 1997: Juz. 11, him. 37.

Selain hadits diatas, yang menjadi alasan ulama-ulama yang
mengatakan tidak sahnya ljarah karena upah pihak penggarap, diambil dari
hasil lahan pertanian yang digarap, adakalanya bersifat ma’dum (belum ada),
karena pada saat akad dilakukan hal itu memang belum ada. Atau adakalanya
majhul (tidak diketahui pasti), karena tidak dapat diketahui secara pasti kadar
yang akan dihasilkan oleh lahan yang digarap tersebut, bahkan mungkin pada
akhirnya tidak menghasilkan apa-apa (gagal panen). Sementara masing-
masing dari al-jahalah (tidak diketahui kadar hasil yang akan didapatkan) dan
al-in’idaam (sesuatu yang yang menjadi objek akad, belum ada wujudnya

pada saat dilakukannya akad) adalah penyebab dan rusaknya akad ini.?®

2" Maulana hasanudin dan Jaih Mubarak, 2012, h. 167
%8 \Wahbah Dzuhaili, 2011, him. 563-564 Jilid /1.
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G. Rukun dan syarat ljarah

Didalam kitab Mu’amalah Tafsir Ayat-ayat Hukum (Figh Al-Qur’an)

Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam mengatakan pelaku akad, keduanya

haruslah orang yang memiliki kemampuan bertindak: Baligh, merdeka, dan

rasyid. Dalam ljarah yang ditanam harus diketahui. Dan bagi pekerja

disiyaratkan mendapatkan bagian dari pohon yang dihasilkan, bisa sepertiga

atau seperempat.

Menurut Hanafiah rukun [jarah ialah “akad, yaitu ijab dan kabul antara

pemilik dan pekerja, secara rinci rukun-rukunya yaitu tanah, perbuatan

pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam.” Syarat-Syaratnya ialah sebagai

berikut:

a. Syarat bertalian dengan ‘Aqidain, yaitu harus berakal;

b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya
penentuan macam apa saja yang ditanam;

c. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu bagian masing-
masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya), hasil adalah milik
bersama;

d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami seperti lokasi
tanah dan batas tanah;

e. Hal yang berkaitan dengan waktu dan syarat-syaratnya;

f. Hal yang berkaitan dengan alat-alat yang digunakan dalam bercocok

tanam ljarah.
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H. Saseh (Bagi Hasil Sawah dalam Istilah Desa Durian Sebatang)

Suatu bentuk kerjasama antara pemilik yang menyewakan sawah
kepada penggarap dengan sistem bagi hasil ditentukan oleh pemilik sawah
dan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Sewa-menyewa
sawah merupahkan bentuk merupakan pemanfaatan tanah di mana pembagian
hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan
menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Dimana pemilik lahan
mengerjakan lahan yang sudah ada tanamannya dan hasilnya di bagi oleh
penggarap dan pemilik lahan tinggal menerima bersih hasil panen. Dan masa
panennya selama 6 bulan.”

I. Hak Dan Kewajiban Pemilik Sawah dan Penggarap Menurut Hukum
Islam

Hak dan Kewajiban pemilik sawah Pemilik tanah dalam perjanjian
hasil berhak memperoleh bagian dari hasil sawahnya pada saat dilakukan
panen sesuai dengan ini perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.
Sebagian dalam hal ini berarti sepertiga bagian di mana satu bagian bagi
pemilik sawah dan dua bagian untuk penggarap dengan ketentuan yang
menyediakan seluruhnya termasuk bibit, pupuk, dan obat-obatan ditanggung
penggarap. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan
penggarapnya selain meletakkan hak dan kewajiban pemilik tanah juga
meletakkan hak dan kewajiban penggarap. Adapun yang menjadikan dari

penggarap dalam hal perjanjian bagi hasil tersebut dalam memperoleh

2 Ahmad Wardi Mursich, Figh Muamalat,(Jakarta: Amzah 2017), cet Ke-4 h. 396-398
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sebahagian dari tanah garapnya sebagian imbalan jasanya sesuai isi perjanjian
yang telah disepakati bersama. Selain hak dari penggarap sebagaimana yang
diuraikan di atas, maka terdapat pula kewajiban yang harus dipenuhi oleh
penggarap, kewajiban tersebut yaitu memelihara atau mengerjakan tanah
persawahan tesebut secara baik dan teratur sebagaimana seorang pemilik
sendiri.®

Bila penggarap sudah tidak mampu mengerjakannya tanah tersebut
secara baik dan teratur, maka penggarap berkewajiban mengembalikannya
kepada pemilik tanah sesuai ditegaskan dalam pasal 10 Undang- Undang No.
2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian, akan mengembalikan
tanah tersebut kepada pemilik tanah secara baik seperti ia mandapatkan
sebelumnya. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa penggarap
bekewajiban mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan baik. Pengertian
dalam keadaan baik tidak dapat dijelaskan secara tegas, tetapi dapat dikatakan
bahwa penggarap mengembalikan tanah pemilik Dalam keadaan tidak
merugikan pemilik tanah, tergantung dari keadaan dan ukuran setempat. Hak
dan kewajiban adalah dua sisi yang saling memiliki timbal balik dalam suatu
transaksi. Hak adalah suatu pihak yang merupakan kewajiban bagi pihak
menjadi pihak lain, begitu pula sebaliknya kewajiban salah satu pihak
manjadi hak bagi pihak yang lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui
dalam metode hukum Islam. Dalam hukum Islam, hak adalah kepentingan

yang ada pada perorangan atau masyarakat, dengan hak seseorang terhadap

%0 Abdurrahman Ghazali, Figh Muamalat,(Jakarta:Prenada Media Group 2010) cet, Ke-
1.h 122



62

kewajiban orang lain untuk saling menghormati. Namun demikian, secara
umum pengertian hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban
adalah sesuatu yang harus ditunaikan atau dilaksanakan. Dalam kamus
terdapat banyak pengertian dan kata hak, salah satu dari kata “hak”. 3

1. Menurut sebahagian para ulama Muta’akhirin: “hak adalah sesuatu
hukum yang telah ditetepkan secara syara”.

2. Menurut Syekh Ali al-Khafiki (asal Mesir) “Hak adalah kemaslahatan
yang diperoleh secara syara”.

3. Menurut Ustadz Mustafa Az-Zarga (ahli fighi Yordaniyah asal Suria):
“Hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara’ sesuatu
kekuasaan atau taklif”.

4. Menurut Ibnu Nujaim (ahli fighi mazhab Hanafi): “Hak adalah suatu
kekhususan yang terlindungi”.

Sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh
pemilik dan penggarap sawah karena adanya perjanjian yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak kadar minimum dan maksimum bagian
yang diterima oleh keduanya harus ditetapkan sebelum tanah diolah oleh
penggarap. Dengan demikian pemilik tanah berhak memperoleh sebahagian
dari hasil penggarapan sawahya pada saat dilakukannya panen yang sesuai
dengan isi perjanjian yang telah disepakati secara bersama, dan kewajiban
itu telah ditegaskan Adzalur Rahman, Undang-Undang No.2 Tahun 1960.

Undang-Undang tersebut menimbang bahwa perlu diadakan Undang-

31 UNDANG-UNDANG No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
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undang yang mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi-hasil,
agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan
atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak
bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik;dan itu semua diterapkan
demi untuk menjaga agar penggarap dan pemilik tanah tidak mengambil
bagian atau harta sesamanya dengan jalan bathil sebagaimana firman Allah
swt dalam surah Al- Bagarah ayat 188 sebagai berikut:

Oyl 15 QL () 150 B 3 1501 &L 0 TGy 151385 Jlatally 2 20050 1305
Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain
di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal
kamu Mengetahui. ¥
Menurut ulama Hanafiyah, hukum mukhabarah adalah sebagai
a. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada
penggarap.
b. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.
c. Hasil yang diperoleh dibgikan berdasarkan kesepakatan pada waktu
akad.
d. Menyiram atau menjaga tanaman, jika diisyaratkan akan dilakukan
bersama, hal itu harus dipenuhi. Akan tetapi, jika tidak ada kesepakatan

maka penggaraplah yang paling bertanggung jawab menyiram atau

menjaga tanaman. Fasid menurut Hanafiyah Telah disinggung bahwa

%2 Departemen Agama RI,AL-Qur’an dan Terjemahannya...,h 27
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ulama syafi’iyah melarang akad tersebut, jika benih dari pemilik,

kecuali bila dianggap sebagai mushagah. Begitu pula jika benih dari

penggarap, hal itu tidak boleh sebagaimana dalam mushagah.*®
J. Sawah

Sawah adalah lahan usaha pertanian yang secara fisik berpermukaan
rata, dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, palawija atau tanaman
budidaya lainnya. Kebanyakan sawah digunakan untuk bercocok tanam padi.
Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena
padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam
pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah digunakan sistem irigasi dari mata
air, sungai atau air hujan.

Sawah yang terakhir dikenal sebagai sawah tadah hujan, sementara
yang lainnya adalah sawah irigasi. Padi yang ditanam di sawah dikenal
sebagai padi lahan basah (lowland rice). Pada lahan yang berkemiringan
tinggi, sawah dicetak berteras untuk menghindari erosi dan menahan air.

Sawah berteras banyak terdapat di lereng-lereng bukit atau gunung.

%% Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2010). h154



BAB Il
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN
A. Sejarah Desa Durian sebatang

Riwayat desa Durian Sebatang dimulai pada tahun 1920, yang berasal dari
Pengulung Ulu Kinal, untuk mencari lahan sawah di Kedurang. Mereka
berjumlah 8 orang yang diketahui oleh saudara Rasuk. Mereka menjejakkan
kaki dari Desa Betungan, oleh Depati (Kepala Desa) Betungan yang saat itu di
pimpin oleh Rejamas diberikan lokasi Bakal Dalam pada tahun 1930 mereka
berjumlah 12 kepala keluarga dan menghadap Depati ingin membentuk sebuah
dusun dan akhirnya dikabulkan dengan nama Dusun Pengurung yang dipimpin
oleh saudara Rasuk, beliau memimpin selama 15 tahun.

Pada tahun 1947 beliau bersama masyarakat dan diiringi oleh depati
Rejamas menghadap besirah Kedurang yang bernama Dulah untuk membentuk
sebuah desa. Berkelang dua tahun bersirah memrintahkan pemilihan kepala
desa. Pemilihan dimenangkan oleh Acil. Pada tahun 1970 Acil digantikan oleh
Buyung Resit pada tahun 2975 dan digantikan oleh saudara Muin.

Karena masa besirah sudah habis terbentuklah sebuah kecamatan oleh
Camat diadakan kembali pencalonan kepala desa Kedurang. Desa Suka Rami
merupakan salah satu desa dari Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu
Selatan di Provinsi Bengkulu. Durian Sebatang terletak di Kecamatan Kedurang

Tengah
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Luas wilaya Desa Suka Rami adalah 960 Ha dimana 90 % berupa daratan
yang dimanfaatkan sebagai lahan persawahan dan perkebunan sedangkan 10%

untuk perumahan masyarakat desa.

B. Kondisi Sosial Desa Durian sebatang
Dari data yang peneliti dapatkan bahwa di Desa Durian Sebatang
Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai jumlah
penduduk yang cukup banyak yakni lebih kurang 729 jiwa yang terdiri dari laki-
laki 360 jiwa, perempuan 361 jiwa, dengan 220 Kepala Keluarga. Dengan

rincian sebagai berikut:

Table 3.2 Jumlah Penduduk

No. Keterangan Dusun | Dusun 11
1. Jiwa 215 514
2. Kepala Keluarga 63 137

Sumber Data: Profil Desa Durian sebatang.**

Sementara untuk data tingkat pendidikan di masayarakat yang ada
di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu
Selatan sudah cukup baik, apalagi kalau dilihat dari tabel di bawah ini
tingkat Sarjana sebanyak 30 orang dan tamatan SMA sebanyak 47 orang
ini menandakan bahwa pendidikan di Desa Durian Sebatang Kecamatan

Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan sudah bagus.

% Profil Desa, Kantor Kepala Desa Durian sebatang, 2021



Table 3.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat

No. Tingkat pendidikan Jumlah
1. Pra Sekolah 39 Orang
2. SD 79 Orang
3. SLTP 56 Orang
4. | SLTA 43 Orang
5. Sarjana 30 Orang

Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan sudah cukup memenuhi

standar. Adapun sarana dan prasarana tersebut dapat di lihat dari tabel

Sumber Data: Profil Desa Durian sebatang.®

Sedangkan sarana dan prasarana yang ada di Desa Durian Sebatang

dibawabh ini.
Table 3.5 Sarana Dan Prasarana Desa
N Sarana/Prasarana Jumlah/VVolume Ket.
1 Kantor Kepala Desa 0
2 PosKesDes 1
3 Masjid 1
4 Poskamling 0
5 SD Negeri 1

% Profil Desa, Kantor Kepala Desa Durian sebatang, 2021




6 Tempat Pemakaman Umum 2

7 | Jalan Tanah 2.500 m
8 | Jalan Poros 1.000 m
9 Jalan Aspal Penetrasi -

10 | Jalan Rabat Beton -

11 | Jembatan Gantung 1 Unit
12 | Jembatan Beton -

13 | Sumur Gali 122

14 | Mesin Hantraktor 2

15 | Terpal dan Kursi 100 Buah

Sumber Data: Profil Desa Durian sebatang.®
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Sementara data yang melakukan perjanjian melakukan penggarapan

tanaman padi sawah di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang

Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan hasil penelitian adalah sebanyak 8

orang kepala keluarga. Adapun rincian nama-nama yang melakukan bagi hasil

tanaman padi sistem saseh antara lain:

N Nama Pekerjaan Keterangan
1 | Bapak Yahadi Tani Pemilik
2 | Bapak Yono Tani Pemilik
3 | Minar Tani Pemilik

% Profil Desa, Kantor Kepala Desa Durian sebatang, 2021



Awan Tani Pemilik

Ibu Mila Tani Penggarap
Sopani Tani Penggarap
Habibi Tani Penggarap
Hairul Tani Penggarap
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Bagi Hasil Tanam Padi Pada Sistem Saseh (Studi Desa Durian
Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan

peneliti maka dapat di analisis data dan pembahasan mengenai praktik bagi

hasil tanam padi pada sistem saseh di Desa Durian Sebatang Kecamatan

Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

1. Alasan dan akad kerjasama pemberian lahan sawah kepada penyaseh
(penggarap sawah)

Dari hasil wawancara dengan salah seorang pemilik sawah “Kalau
sawah saya cuma satu orang yang menyasehnya karena orang itu bisa
memberikan uang cukup banyak untuk keperluan kami karena kalau
terlalu banyak membuat bingung dalam pembagian. Jadi hanya satu orang
yang menyaseh sawah ke saya”.®’ Sedangkan akad dalam saseh sawah
yang kami lakukan yakni dengan sistem perjanjian yang mana sistemnya
bagi hasil, kalau dalam bahasa kami sehari-hari hasilnya di bagi tiga, yakni
satu bagian yang punya lahan dan dua bagian yang menggarap lahan

itupun dilakukan dengan perjanjian secara lisan.

Sementara faktor yang mendorong informan untuk menyerahkan

sawah untuk di saseh orang lain seperti yang dikatakan oleh informan

7 Bapak Yahadi, wawancara dengan pemilik sawah pada tanggal, 6 Oktober 2021
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berikut “Saya sudah tua sementara keperluan anak semakin banyak, saya
belum sanggup mengumpulkan uang sebanyak itu, makanya saya berikan
sama orang lain untuk di saseh. Saya juga masih bisa menikmati hasilnya
dan orang yang menyaseh juga bisa menikmati hasil sawah ini”.* Dan
kamipun bersepakat bahwa ketika nanti hasil panen akan dibagi melalui

perjanjian tidak tertulis.

Adapun sistem penyerahan sawah untuk di saseh dilakukan dengan
cara seperti yang dikemukakan oleh Bapak Minar dan Renah, yakni “Untuk
penyerahannya dilakukan seperti biasa, biasanya ada perjanjian tertulis
karena kalau tidak ada perjanjian tertulis tidak kuat dasarnya perjanjian
kami karena bagaimanapun yang melakukan saseh itu adalah orang lain

bisa saja terjadi kesalahpahaman”.39

Untuk persyaratan dalam melakukan saseh sawah persyaratan
sesuai dengan kesepakatan antara pemilik sawah dan juga penyaseh seperti
yang dikatakan oleh Bapak Habibi “Syaratnya yang jelas orang itu mau
memberikan uangnya pada saya misalnya 12 juta, selama uang itu belum
bisa saya kembalikan, hasil sawah ini saya bagi dengan penyaseh tadi

perpanennya 10 kaleng beras sesuai dengan perjanjian dan jika saya sudah

2021

® Bapak Yahadi, wawancara dengan pemilik sawah pada tanggal, 6 Oktober 2021
3 Bapak Minar dan Renah, wawancara dengan pemilik sawah pada tanggal, 7 Oktober
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mengembalikan uang tersebut maka bagi hasil sawah tidak dilakukan lagi

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”.*°

Selama sawah disaseh oleh orang lain, maka yang menanggung
biaya perawatan sawah adalah pemilik sawah karena hal itu merupakan
tanggungjawab dari pemilik sawah seperti yang dikatakan oleh Bapak
Awan sebagai berikut: “Iya untuk biaya memang saya sebagai pemilik
sawah yang menanggung karena sawah tersebut milik saya dan penggarap
nya juga saya. Orang yang menyaseh hanya menerima pembagian beras

- . s 41
bersihnya saja”.

Adapun waktu pembagian hasil dilakukan apabila panen sudah
dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Habibi dan lbu Eke sebagai
berikut: “Pembagian hasil dilakukan setelah panen karena kalau belum
panen tidak ada yang bisa di bagi. Jadi perpanen orang yang menyaseh
mendapat bagian dari hasil panen sawah saya walaupun dikerjakan oleh

.. . . ey 42
saya sendiri dengan biaya saya sendiri”.

Sama halnya dengan yang lain cara pembagiannya hasil dilakukan
sesuai dengan perjanjian sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak
Yahadi sebagai berikut: “Kalau sawah saya dilakukan pembagian 10
kaleng beras untuk uang 12 juta yang saya gunakan”. Dan jika pemilik

sawah tidak berhasil dalam penggarapan maka kerugian ditanggung oleh

40 Bapak Habibi, wawancara dengan penggarap sawah (penyaseh) pada tanggal, 7
Oktober 2021

i Bapak Awan, wawancara dengan pemilik sawah pada tanggal, 8 Oktober 2021

2 Bapak Habibi dan Ibu Eke, wawancara dengan pemilik sawah pada tanggal, 8 Oktober
2021
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kedua belah pihak dimana pemilik rugi dalam bentuk biaya dan penyaseh

rugi karena tidak mendapatkan bagi hasil panen.*

Faktor Pendorong
Selain melakukan wawancara kepada pemilik sawah, peneliti juga

melakukan wawancara kepada penyaseh sawah sebagai berikut:

Adapun faktor apa yang mendorong informan untuk menyaseh
sawah adalah karena penyaseh memiliki uang yang akan digunakan,
daripada disimpan saja lebih baik disasehkan dimana uang akan tetap
kembali dan mendapatkan bagi hasil panen dikatakan oleh Ibu Mila sebagai
berikut: “saya kalau punya sawah sendiri tentunya tidak akan menyaseh
sawah orang lain. Tapi karena saya memiliki uang dingin istilahnya disini
dan pemilik sawah butuh uang, saya berikan dulu dengan syarat mendapat
bagian hasil panen. Kalau istilah disini adalah memegang sawah”.
Sementara jangka waktu ditentukan sesuai dengan kesepakatan waktu
akad, misalnya sawah akan disaseh selama setahun atau dua tahun seperti
“saya biasanya paling lama 3 tahun sesuai dengan perjanjian, karena
pemilik ingin mengumpulkan uang yang telah digunakan terlebih dahulu,
kalau belum ada uangnya maka diperpanjang lagi dan bagi hasil tetap

dilakukan sampai uangnya dikembalikan”.**

2021

2 Bapak Yahadi, wawancara dengan pemilik sawah pada tanggal, 6 Oktober 2021
* Ibu Mila, wawancara dengan penyaseh (penggarap sawah) pada tanggal, 8 Oktober
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Adapun, syarat, ketentuan dan juga sistem bagi hasil ini sesuai
dengan ketentuan yang sudah disepakati. Penyaseh dapat memenuhi
kebutuhan bahan pokok mereka yaitu beras seperti yang dikatakan oleh Ibu
Mila sebagai berikut: “Iya, semua sudah sesuai dengan kesepakatan bahwa
dalam melakukan akad semua sudah sesuai dengan perjanjian dan
perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis. Saya berterima kasih kepada
pemilik sawah yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga

saya mendapatkan bagian beras dan uang saya akan tetap kembali”.*

Kalau menurut Bapak Yono, faktor saya memberikan pinjaman
lahan (melakukan saseh) kepada penggarap (penyaseh) hal ini dikarenakan
saya tidak sanggup lagi untuk menggarap sawah dan kebetulan ada yang
mau melakukan saseh, jadi saya sangat bersyukur ada orang yang mau

menggarap sawah kami.

Hal juga sama disampaikan oleh Bapak Awan, kami melakukan
atau menyuruh orang di desa untuk menggarap lahan sawah kami dengan
sistem bagi hasil tanaman padi dengan cara saseh, hal ini dilakukan karena
kami ada orang di desa ingin menggarap sawah, sesuai kesepakatan awal

sistem pembagiannya bagi tiga dari hasil panen.*®

2021

* Ibu Mila, wawancara dengan penyaseh (penggarap sawah) pada tanggal, 8 Oktober

a6 Bapak Awan, wawancara dengan pemilik sawah pada tanggal, 12 Oktober 2021
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3. Sistem bagi hasil sawah yang disasehkan
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik sawah Bapak Yono
bahwa “setelah hasil panen padi kami mendapatkan pembagian dari hasil
yang digarap oleh penyaseh dan kami mendapatkan hasil pembagian

sesuai dengan hasil kesepakatan di awal yakni bagi tiga pembagian”.*’

Sama halnya yang saya dapatkan bahwa kami mendapatkan hasil
dari yang di garap yakni satu bagian dari hasil panen tanaman padi sawah.
Dan ini sesuai hasil kesepakatan di awal bahwa untuk yang punya lahan
satu bagian dan yang penggarap dua bagian, hal ini sesuai dengan
kesepakatan modal dan biaya selama penggarapan sawah ditanggung oleh

yang melakukan penggarapan sawah (saseh).

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh bapak Sopani, bahwa
sistem bagi hasil tanaman padi melalui saseh antara saya sebagai
penggarap sawah (penyaseh) sesuai dengan perjanjian awal akan dibagi
setelah selesai panen, yakni bagi tiga (satu bagian pemilik sawah dan dua

bagian penggarap sawah).*®

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Hairul, kalau kami

sistem pembagian bagi hasil setelah panen itupun dilihat dari hasilnya,

i Bapak Yahadi, wawancara dengan pemilik sawah pada tanggal, 2 Oktober 2021
i Bapak Yahadi, wawancara dengan pemilik sawah pada tanggal, 2 Oktober 2021
9 Bapak Sopani, wawancara dengan pengagarap sawah pada tanggal, 15 Oktober 2021
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kalau hasilnya banyak dan memuaskan, maka pembagiannya sesuai

dengan kesepatakan awal.*

4. Perselisihan dalam pembagian bagi hasil sawah

Dari hasil temuan peneliti di lapangan ada beberapa permasalahan
yang terjadi ketika selesai panen padi dan akan dilaksanakan bagi hasil,
seperti yang diungkapkan oleh salah seorang penggarap sawah Bapak
Khairul yaitu Ibu Mila “bahwa kami sudah berusaha semaksimal mungkin
menggarap sawah dari mulai penanaman, perawatan hingga panen, akan
tetapi dikarenakan faktor alam sehingga hasilnya tidak sesuai yang
diharapkan”.

Kemudian ketika waktu pembagian dari dari hasil saseh ternyata
pemilik sawah tidak terima dan terjadila adu mulut dan keributan sehingga
harus didamaikan oleh tokoh pemerintah dan masyarakat setempat.

Hal ini benar yang disampaikan oleh Bapak Ipianto selaku Kepala
Desa Durian Sebatang, bahwa memang benar pernah terjadi keributan
antara pemilik sawah dan penyaseh, ini disebabkan oleh adanya
ketidakpuasan antara kedua belah pihak sehingga harus diadakan
perjanjian damai antara keduanya.*?

Begitu juga yang disampaikan oleh salah seorang tokoh adat/

masyarakat desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten

>0 Bapak Hairul, wawancara dengan penyaseh (penggarap sawah) pada tanggal, 15

Oktober 2021

2021

' bu Mila, wawancara dengan penyaseh (penggarap sawah) pada tanggal, 5 Oktober

> Bapak Ipianto, wawancara dengan Kepala Desa Desa Durian Sebatang Kecamatan

Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. 10 Oktober 2021
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Bengkulu Selatan, bahwa memang pernah terjadi adanya perdamaian
antara kedua belah pihak yakni pemilik sawah dan penggarap sawah
(penyaseh) yang diakibatkan dari bagi hasil saseh sawah tidak sesuai yang
diharapkan sehingga terjadinya keributan dan alhamdulillah bisa
diselesaikan dengan jalan damai antara kedua belah pihak.>®
B. Praktik Bagi Hasil Tanam Padi Pada Sistem Saseh Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah
Setiap perbuatan manusia terhadap manusia lain pasti akan ada
timbal balik dari perbuatan tersebut, karena manusia dalam melakukan
aktifitas kehidupanya tidak akan pernah bisa lepas dari bantuan manusia
lainya. Hal ini seperti apa yang ada dalam muamalah yaitu hubungan antara
manusia satu dengan manusia yang lain. Dalam Islam aturan tentang
muamalah telah dijelaskan dalam al-Quran maupun al-Hadist, namun
apabila dalam hal-hal yang terperinci belum dijelaskan dalam al Qura’an
maupun Hadist, Islam mempunyai sumber-sumber hukum yang menjadi
landasan atau rujukan yaitu ljmak (Konsensus), Qiyas (analogi), Istihsian
(Kibijakan Hukum), Mashlahah (Kemaslahatan), Urf (Adat Kebiasaan),
Istishab (Kelangsungan Hukum) dan fatwa Nabi SAW Syar“u man qoblana

(hukum agama samawi terdahulu).

limu  yang mempelajari tentang muamalah dalam Islam adalah
Imu Figih. Dalam menentukan suatu hukum tertentu, lmu Figih

menggunakan sumber-sumber hukum Islam tersebut di atas. Oleh karena itu

>3 Bapak Sumardi, wawancara dengan tokoh adat (masyarakat) Desa Durian Sebatang
Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. 10 Oktober 2021.
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dalam ber-muamalah dapat merujuk sumber-sumber hukum Islam di atas
salah satunya menggunakan , urf yaitu suatu adat kebiasaan dalam suatu
masyarakat. Adat kebiasaan dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai
hukum seperti yang disebutkan dalam kaidah figih “al- Adalah
Muhakkamah”. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa ,,urf semacam ini dapat
dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum, bahkan ahli hukum
dikalangan madzhab Malikiyah dan Syafi“iyah menggunaka ,,Urf sebagai

dasar dalam menetapkan hukum.

Dalam hukum muamalah telah dijelaskan berbagai macam aturan
yang menyangkut dengan aktifitas manusia itu sendiri. Praktik Bagi Hasil
Tanam Padi Pada Sistem Saseh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi
Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)
adalah termasuk muamalah karena di dalam mukhabarah terdapat hal-hal yang
ditentukan dalam bermuamalah, salah satunya adalah akad, yang mana dalam
akad tersebut terdapat dua orang yang saling berinteraksi untuk melakukan
perjanjian yang saling mengikat diantara kedua orang (agidain) tersebut.
Dalam ilmu figih, peraturan tentang mukhabarah telah di jelaskan, seperti

akad, bagi hasil.

Di bawah ini penulis akan mencoba melakukan analisis terhadap bagi
hasil tanam padi pada sistem saseh perspektif hukum ekonomi syariah (Studi

Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan).
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1. Akad Mukhabarah adalah suatu kerjasama dalam bidang pertanian,
kerjasama ini bertujuan pada bagi hasil pertanian, yaitu ketika sawah atau
lahan pertanian itu panen, maka yang melakukan kerjasama mukhabarah
tersebut akan mendapatkan hasil dari kerjasama tersebut dengan
persentase tertentu sesuai kesepakatan. Dalam kerjasama mukhabarah,
yang melakukan perjanjian adalah pemilik sawah dan pengarap. Rata-rata
masyarakat Desa Durian Sebatang adalah petani, oleh karena itu tidak
heran apabila masyarakat Desa Durian Sebatang melakukan Praktik
mukhabarah. Dalam melakukan praktik mukhabarah tersebut harus ada
pemilik tanah dan petani penggarap. Selain itu juga harus ada akad
perjanjian dan serah terima sawah atau lahan pertanian yang menjadi
objek dari mukhabarah tersebut dan ada kesepakatan tentang benih dan
peralatan pertanian serta kesepakatan pembagian atas hasil panen. Seperti
yang dijelaskan oleh Abdul Sami al-Mishri, Ulama telah menuliskan

beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad dalam sebuah akad:

a. Objek akad itu harus ada ketika dilakukan akad.

b. Objek akad harus disebutkan / dijelaskan secara transparan, jelas
dan terhindar dari gharar yang dapat menyebabkan pertentangan pada

kedua belah pihak.

c. Dapat menerima semua implikasi hukum yang ada karena yang

dilakukan di atsanya

d. Dapat diserah terimakan.
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Hal yang menjadi sorotan utama dan urgensi dalam mukhabarah
bahkan yang akan menentukan hak dan kewajiban adalah rukun
mukhabarah itu sendiri. Sedangkan rukun mukhabarah adalah Agad yaitu
adanya ijab dan gabul atau serah terima. Dalam mukhabarah akad
tersebut meliputi modal dan pembagian hasil panenan. Modal dalam
praktik mukhabarah yaitu adanya tanah, perbuatan pekerja, benih dan
peralatan untuk menanam. Orang yang melakukan akad (agidain) dalam
Islam disyaratkan harus dewasa cakap dalam melakukan perbuatannya
dan berakal. Selain itu dalam akad yang ditujukan adalah maksud dan
tujuanya. Akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Durian Sebatang

adalah secara lisan tanpa ada bukti tertulis serta tidak dihadirkan saksi.

Meskipun demikian secara hukum Islam tetap sah karena
dalam akad tersebut terdapat asas keridhoan. Masyarakat Desa Durian
Sebatang pada saat melakukan akad telah jelas tujuanya yaitu
untuk memberikan manfaat tanahnya (pemilik tanah) dan menawarkan
bantuannya (penyaseh), dengan dibuktikan bahwa salah satu diantara
mereka saling mendatangi. Melihat masyarakat Desa Durian Sebatang
yang melakukan akad mukhabarah adalah benar-benar orang yang
sudah dewasa dan berakal, maka akad yang dilakukan masyarakat
Desa Durian Sebatang tersebut sudah memenuhi syarat dalam hukum

Islam.

2. Modal
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Hal yang ada dalam akad praktek mukhabarah salah
satunya adalah modal. Modal dalam praktik mukhabarah adalah berupa
tanah dari pemilik sawah, benih yang akan ditanam dan tenaga
penggarap. Dalam Islam kepemilikan suatu modal harus jelas bahwa
modal tersebut benar-benar kepemilikannya. Melihat hal demikian,
modal yang ada dalam praktik mukhabarah di Desa Durian Sebatang
adalah benar-benar dimiliki oleh pemilik tanah dengan menggunakan
uang penyaseh. Seperti halnya tanah yang akan ditanami jelas batas-

batasnya dan tanah tersebut dapat ditanami.

Berkaitan dengan modal, Imam Abu Yusuf dan
Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa apabila modal
berupa lahan atau sawah disediakan oleh pemilk lahan sedangkan bibit,
alat pertanian dan tenaga disediakan oleh petani penggarap maka akad
mukhabarah tersebut adalah sah. Dalam praktek mukhabarah kedua
belah pihak (agidain) dapat dikatakan sebagai pemodal, karena
pemilik tanah adalah orang yang mempunyai sawah atau lahan
pertanian yang akan digarap, maka pemilik tanah adalah sebagai
pemodal tanah. Sedangkan penyaseh dikatakan pemodal karena benih
yang akan ditanam serta biaya perawatan selama proses penggarapan
ditanggung oleh petani penggarap, maka dalam hal ini petani penggarap
sebagai pemodal benih. Seperti halnya yang dikatakan oleh Syeikh al-

Banjuri bahwa pemilik lahan hanya menyerahkan tanahnya atau
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sawahnya untuk digarap, sedangkan modal pertanian dari pengelola

atau petani penggarap.

Praktik hasil ~mukhabarah  yang dilakukan oleh
masyarakat Desa Durian Sebatang adalah bahwa benih, peralatan
pertanian dan perbuatan pekerja serta biaya penggarapan sawah adalah
sepenuhnya berasal dari pemilik sawah, sedang lahan atau sawah juga
dari pemilik tanah. Melihat realita mukhabarah yang dilakukan oleh
masyarakat Desa Durian Sebatang dilihat dari segi modal dapat
dikatakan belum sesuai dengan hukum Islam dan akad yang demikian
adalah sah. Karena dalam melakukan praktek mukhabarah tersebut

berdasarkan atas kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan.

3. Jangka waktu perjanjian Syarat yang berkaitan dengan mukhabarah
adalah jangka waktu perjanjian penyasehan. Waktu dalam perjanjian

tersebut yang berkaitan dengan waktu yaitu:

a. Waktunya telah ditentukan, yaitu dalam perjanjian penyasehan
sawah atau ladang ditentukan masa waktunya misalkan 3
sampai 4 kali panen atau 1 sampai 2 tahun tergantung pada

kesepakatan.

b. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang
dimaksud. Seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4
bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk

kebiasaan setempat dan tanaman yang lain. Artinya waktu
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paling sedikit dalam perjanjian pertanian ini sampai satu kali

panen.

Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup

menurut kebiasaan.

d. Jangka waktu atau masa perjanjian tersebut terjadi selama-
lamanya. Artinya dalam akad mukhabarah tidak disebutkan
atau dijelaskan lamanya waktu penggarapan, maka hal itu juga
sah. Dalam perjanjian mukhabarah waktu perjanjiannya bersifat
jaiz. Artinya ketika salah satu diantara agidain menginginkan
mengakhiri perjanjian tersebut maka hal itu tetap diperbolehkan,
karena diawal akad memang tidak disebutkan lamanya masa
perjanjian tersebut. Akan tetapi ketika akan mengakhiri
perjanjian tersebut kedua belah pihak tetap memperhatikan hal-
hal yang berkaitan dengan sawah atau lahan pertanian, apakah

sudah siap panen atau belum.

Ketika sawah belum panen dan yang melakukan
akad tidak mampu lagi melanjutkan perjanjiannya, maka
dilanjutkan oleh ahli warisnya, baik itu ahli warisnya dari pemilik
tanah ataupun ahli warisnya dari penyaseh. Jangka waktu
dalam praktik mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat
Desa Durian Sebatang secara hukum Islam maupun hukum positif

belum dikatakan sah karena dalam akadnya antara kedua belah
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pihak (agidain ) tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau
masa berakhirnya perjanjian tersebut, apakah itu satu musim
sampai dua musim atau satu tahun sampai dua tahun, akan tetapi
diantara mereka ada saling percaya, saling rela dan adanya
kebiasaan, serta diantara mereka sudah saling mengenal. Melihat
hal diatas maka perjanjian mukhabarah yang berkaitan dengan
waktu atau masa secara hukum Islam dapat dikatakan sah karena

adanya saling percaya dan kebiasaan atau adat serta asas kerelaan.

4. Bagi hasil pertanian Hal yang menjadi ujung dalam

kerjasama mukhabarah adalah pembagian hasil sawah atau
ladang. Bagi hasil dalam mukhabarah adalah bentuk dari
pembagian keuntungan antara pemilik sawah dan petani
penggarap dari hasil pengolahan sawah atau ladang, yang mana
pembagian tersebut telah ditentukan persentasenya di awal
akad. Di dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci
tentang persentase pembagian hasil pertanian, hanya saja
disebutkan bahwa dalam pembagian hasil panenan harus sesuai
dengan akad yang disepakati bersama antara pemilik tanah dan
petani penggarap. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam
pembagian hasil panen ialah, pembagian hasil panen harus
jelas persentasenya sesuai kesepakatan para pihak serta hasil
panen itu benar-benar milik orang yang berakad. Artinya bahwa

hasil panen yang dibagi tersebut benar-benar hasil dari tanah
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yang menjadi objek mukhabarah serta tidak boleh dikurangi
sebelum ada pembagian, serta tidak boleh ada pengkhususan,
seperti halnya dikhususkan terlebih dahulu beberapa persen
untuk penyaseh ataupun untuk pemilik tanah. Dalam bagi hasil
mukhabarah terdapat unsur-unsur yang menjadi pokok dari bagi
hasil tersebut, yaitu adanya pemilik sawah, adanya penyaseh dan
adanya sawah atau ladang yang akan digarap. Pembagian hasil
pertanian tidak lepas dari pemodalan yang mana akan

menentukan persentase pembagian hasil panenan tersebut.

Pembagian hasil panenan yang dilakukan dengan sistem
mukhabarah yaitu hasil panenan dibagi rata (50:50). Akan tetapi
di kenyataanya berbeda cara pembagianya pemilik tanah dan
penyaseh sudah menetapkan pembagian sesuai dengan
perjanjian mereka. Selain itu, pembagian dengan cara
mukhabarah tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat
Desa Durian Sebatang. Hak pemilik tanah dan penyaseh atas
hasil panen tersebut harus dipenuhi, yang mana dalam hasil
panenan tersebut tidak ada pengkhususan terlebih dahulu, seperti
dikurangi sekian persen untuk benih. Hak-hak tersebut adalah
mendapatkan bagiannya masing-masing tetapi terkadang pemilik
sawah memiliki berbagai alasan untuk mengurangi bagian untuk

penyaseh seperti gagal panen dan alasan lainnya.
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Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa praktik
pembagian hasil  mukhabarah  yang  dilakukan  oleh
masyarakat Desa Durian Sebatang secara hukum Islam belum
sah karena cara pembagian hasilnya tidak sesuai dengan
kesepakatan awal, karena dalam bermuamalah harus asasnya
saling percaya dan adil satu sama lain, saling menuntungkan.
Selain itu pembagian tersebut sudah menjadi tradisi atau
kebiasaan (urf) bagi masyarakat Desa Durian Sebatang, yang
mana kerjasama tersebut sering dilakukan dengan cara maro
(dalam bahasa Daerah) sehingga tidak bisa disalahkan
menggunakan adat kebiasaan, karena adat kebiasaan tersebut
tidak bertentangan denga syari’at Islam. Akan tetapi dilihat dari
undang-undang, pembagian tersebut belum memenuhi syarat
pembagian hasil. Akan tetapi belum dikatan sah dalam
undang undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi

hasil.

Dapat penulis menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil
dengan sistem saseh yang dilakukan oleh masyarakat Desa
Durian Sebatang secara garis besar dilihat berdasarkan hukum
Islam dapat dikatakan sah. Akan tetapi ada point-point yang
belum terpenuhi di dalam mukhabarah tersebut vyaitucara
pembagian hasil panennya Karena dalam melaksanakannya

merupakan urf, maka muamalah yang tidak bertentangan
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dengan syari’at Islam adalah boleh. Karena dalam kaidah figih
disebutkan “al- “Adatu al-Muhakkamah”, yaitu adat kebiasaan

dapat ditetapkan sebagai hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Praktik Bagi Hasil Tanam Padi Pada
Sistem Saseh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian
Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan), maka penulis

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek saseh merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam pertanian
yang dipraktikan olenh masyarakat Desa Durian Sebatang Kecamatan
Kedurang Bengkulu Selatan. Kerjasama ini dilakukan antara pemilik
lahan dan penyaseh. Secara umum alasan pemilik dan penyaseh
melakukan kerjasama ini faktor ekonomi dan akad yang dilakukan
adalah hanya secara lisan, tanpa menghadirkan saksi, jangka waktu
perjanjian yang tidak ditetapkan secara jelas. Selain itu sistem bagi hasil
yang dilakukan adalah bagi hasil yakni satu bagian untuk pemilik lahan
dan dua bagian untuk penyaseh. Kemudian terjadinya perselisihan antara
pemilik lahan sawah dan penyaseh yang berujung di meja perdamaian
yang didamaikan langsung oleh pemerintanh desa, tokoh agama,
masyarakat/adat.

2. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad dan Desa Durian
Sebatang Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan belum  sesuai

dikarenakan dalam sistem akad bagi hasilnya masih banyak yang

60



melakukan dengan perjanjian yang tidak tertulis, dan begitu juga
praktik bagi hasilnya belum memehuhi syarat dalam mukhabarah
karena pembagian hasil terkadang tidak sesuai dari perjanjian dengan
berbagai alasan dari pemilik sawah. Sementara dalam perspektif ‘urf
bahwa kegiatan bagi hasil tanaman padi dengan sistem saseh merupakan
adat kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat setempat
dan baik untuk dilakukan karena ada unsur saling tolong-menolong.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Bagi Hasil Tanam Padi Pada Sistem
Saseh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Sebatang
Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan) penulis memberi saran

sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang
Kabupaten Bengkulu Selatan yang melakukan bagi hasil sawah
hendaknya apabila melakukan akad perjanjian harus ada saksi,
melakukan perjanjian harus dengan tertulis supaya punya bukiti,
dan jangka waktu berakhirnya akad harus ditentukan biar jelas
agar tidak terjadi kesalah pahaman. Apabila melakukan bagi hasil
harus di perhatikan dan di laksanakan berdasarkan rukun dan syarat
bagi hasil yang telah di tentukan Islam.

2. Kepada pemilik lahan sawah harus melakukan  pembagian
hasil berdasarkan kesepakatan, harus jujur dan adil agar penggarap

tidak merasakan kerugian. Walaupun pemilik lahan tetapi harus
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komitmen dengan janji tidak boleh membedakan antara pemilik lahan
dan penggarap, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Islam  Sangat mengajurkan kepada umat muslim untuk bekerjasama
akan tetapi harus berdasarkan syari’at-syari’at Islam yang telah diatur

di dalam Al-Qur’an dan sunnah.
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